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Abstrac, This study aims to determine green accounting as an innovation in waste
prevention efforts, and the application of green accounting in reflecting on human rights.
Qualitative research uses an approachphenomenology with the analysis unit of PT
Kawasan Industri Makassar in South Sulawesi. Data collection was carried out by
interviewing techniques and other secondary data support. The results showed that PT
Kawasan Industri Makassar participates in preserving the environment, namely making
waste management efforts by paying attention to the quality standards and fairness of
waste determined by the government before being disposed of into the environment, and
solid waste by reducing the use of paper which is replaced by a (paperless) system. The
Waste Water Treatment Plant (WWTP) is a waste management installation that is the center
for the collection of all waste in the area, the WWTP can prevent and reduce waste, and the
company incurs environmental conservation costs by making a special report, but the
environmental cost reporting is not grouped according to category, resulting in stakeholders
having difficulty in identifying environmental costs. So the company has not fully
implemented green accounting.
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Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui green accounting sebagai inovasi
dalam upaya pencegahan limbah, dan penerapan green accounting dalam merefleksi hak
asasi manusia. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan fenomenologi dengan unit
analisis PT Kawasan Industri Makassar di Sulawesi Selatan. Pengumpulan data
dilakukan dengan teknik wawancara dan dukungan data sekunder lainnya. Hasil
penelitian menunjukan bahwa PT Kawasan Industri Makassar berpartisipasi dalam
menjaga kelestarian lingkungan, yaitu melakukan upaya pengelolaan limbah dengan
memperhatikan baku mutu dan kewajaran limbah yang ditentukan pemerintah sebelum
di buang ke lingkungan, dan limbah padat dengan mengurangi penggunaan kertas yang
diganti dengan sistem (paperless). Waste Water Treatment Plant (WWTP) merupakan
instalansi pengelolaan limbah yang menjadi pusat berkumpulnya seluruh limbah yang
ada di kawasan, adanya WWTP dapat mencegah dan mengurangi limbah, dan
perusahaan mengeluarkan biaya konservasi lingkungan dengan membuat laporan
khusus, namun pelaporan biaya lingkungan tersebut tidak di kelompokkan berdasarkan
kategori, mengakibatkan stakeholder mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi biaya
lingkungan. Jadi perseroan belum sepenuhnya menerapkan green accounting, dan belum
bisa memenuhi ekspetasi masyarakat terkait dampak lingkungan dari aktivitas
perusahaan mengenai kepeduliannya akan hak warga sekitar kawasan, tetapi hak asasi
manusia bisa menjadi tolak ukur dalam penerapan akuntansi lingkungan dalam upaya
pencegahan limbah, karena HAM membahas hak-hak masyarakat untuk memperoleh
lingkungan yang bersih.

Kata Kunci: Green Accounting, Hak Asasi Manusia, Pencegahan Limbah
PENDAHULUAN
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
menyatakan bahwa “ lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap

warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H UUD Negara
Republik Indonesia tahun 1945”, jadi setiap perusahaan wajib melindungi segenap
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komponen kehidupan disekitarnya dengan meminimalisir dampak lingkungan dari
aktivitas operasinya (Adnyana et al., 2017). Masalah lingkungan sekarang ini telah
menjadi isu dengan kepentingan dunia, dan telah mengambil kepentingan dalam ground
breaking dalam beberapa kebijakan sosial dan ekonomi karena itu, negara-negara
maupun organisasi global yang peduli dengan isu lingkungan dan regional konferensi
telah diselenggarakan terkait jasa lingkungan (Magablih, 2017).

Perusahaan dalam dekade ini dituntut untuk ikut andil dalam perlindungan
lingkungan dan bertanggung jawab terhadap kondisi sosial masyarakat disekitar
perusahaan. Dampak dari aktivitas produksi atau jasa suatu perusahaan dapat
menimbulkan berbagai masalah lingkungan yang merugikan berbagai pihak (Santoso,
2018). Dunia tengah memasuki era revolusi industri, dimana segala sesuatu
mengandalkan teknologi digital. Meskipun hal tersebut membantu dan meningkatkan
kualitas kehidupan, namun hal ini menimbulkan dampak negatif seperti banyaknya
sampah atau limbah plastik. Apabila tidak ada upaya pengelolaan limbah akibat proses
produksi dari industri kemasan dan plastik akan mengganggu lingkungan (Suaidah,
2018).

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan hidup, lingkungan
hidup berperan dalam menunjang kehidupan manusia. Kesadaran masyarakat untuk
menjaga lingkungan harus ditingkatkan seiring dengan berkembangnya isu-isu
pencemaran lingkungan. Permasalahan lingkungan semakin banyak terjadi diseluruh
dunia, dalam hal ini pengelolaan limbah membutuhkan alokasi dana (Irawan et al,
2016). Pemerintah Indonesia telah merencanakan program Pelestarian Lingkungan
Hidup untuk hutan, sungai dan tanah supaya alam tetap terpelihara dan tidak
kehilangan potensinya. Limbah yang dibuang begitu saja tanpa diolah lagi sangat
berbahaya bagi alam dan mahluk hidup lainya, yang dimana limbah dari hasil produksi
biasanya langsung dibuang begitu saja di sungai, tanah dan tempat pembuangan akhir.
Limbah tersebut berupa limbah padat, cair, gas dan polusi suara. Salah satu cara untuk
pengelolaan lingkungan dengan membuat biaya pencemaran baik air, udara dan tanah
(Dewi, 2014). Hakikat dari kesejahteraan masyarakat dalam ekosistem tidak dapat
dipisahkan dari konteks dimana ia beroperasi.

Kelurahan Karang Anyar adalah salah satu kelurahan di kecematan Mamajang
kota Makassar yang merupakan penghasil tahu, tidak kurang dari 20 unit usaha tahu
dan tempe di kelurahan tersebut. Kelurahan Karang Anyar saat ini masih belum
memiliki manajemen pengelolaan limbah, akibatnya berdampak negatif bagi lingkungan
misalnya bau busuk dari degradasi sisa-sisa protein menjadi amoniak yang dapat
menyebar hingga mencapai radius beberapa kilometer. Air limbah yang meresap
kedalam tanah dapat mencemari sumur-sumur sekitarnya, dan air limbah yang dibuang
ke selokan secara langsung dapat mencemari sungai, saluran irigasi maupun air untuk
keperluan lainnya (Saenab et al., 2018).

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan karunia, keistimewaan
dan keutamaan. Manusia dan lingkungan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan
yang lain terkait pengelolaan sumber daya alam. Salah satunya adalah air, karena air
dalam sejarah kehidupan manusia sejauh ini memiliki posisi sentral dan merupakan
jaminan keberlangsungan hidup manusia di bumi. Air berhubungan dengan hak hidup
seseorang yang tak terpisahkan dari kerangka hak manusia (Alam, 2019). Hak asasi
manusia adalah suatu pengakuan atas harkat dan martabat manusia yang dimiliki
secara alamiah yang melekat pada setiap manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama
dan jenis kelamin (Waas, 2014).

Penegakan HAM saat ini banyak dilakukan oleh lembaga peradilan khususnya
pasca reformasi. UUD 1945 diatur secara komprehensif yaitu mengenai HAM dalam
pasal 28 dan 28A-28J serta disahkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, bahkan mengenai
informasi publik di atur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, telah menjadi landasan agar perlindungan HAM harus ditegakan oleh
semua insan negara. Perkembangan lembaga negara di Indonesia tidak dapat dipungkiri
memberikan nilai positif dalam penegakan HAM (Putra, 2015). Konteks peradaban Islam
sangat menghormati persamaan hak, perbincangan tentang HAM adalah titik sentral
yang mendapatkan perhatian. Semua konsep dan teori diarahkan untuk kemaslahatan
umat manusia (Kasdi, 2014).
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Komisi nasional hak asasi manusia sebagai urgensi atas lembaga negara
independen dalam penegakan hak asasi manusia, untuk mewujudkan makna semua
manusia wajib dilindungi haknya (Arliman, 2017). Diselenggarakannya Konferensi
Lingkungan Hidup Manusia oleh PBB pada tahun 1972 di Stockholm Swedia menjadi
hal perbincangan mengenai hak asasi manusia relasinya dengan lingkungan hidup.
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai aspek fundamental atas
keberlangsungan dan terjaminnya berbagai jenis hak asasi manusia seperti hak untuk
hidup, hak atas lingkungan yang layak dan hak atas kesehatan lingkungan yang bersih.
Lingkungan hidup di pandang sebagai instrumental dari konsep umum hak asasi
manusia yaitu manusia atau warga negara berhak atas lingkungan yang sehat dan
terjaga kebersihannya (Usman, 2018).

Akuntansi lingkungan merupakan bidang ilmu akuntansi yang berfungsi dan
mengidentifikasi, mengukur, menilai, dan melaporkan seluruh kegiatan dalam proses
akuntansi lingkungan (Rimbano, 2019). Akuntansi lingkungan sudah berkembang dan
berperan dalam meningkatkan nilai perusahaan. Akuntansi lingkungan sangat lazim
digunakan untuk mendukung akuntansi pendapatan nasional, akuntansi keuangan dan
akuntansi manajemen (Utama, 2016). Tanggung jawab sosial dan lingkungan bukan
hanya sekedar philantropy atau dorongan kemanusiaan untuk menolong sesama dan
pemerataan sosial, tetapi bagian kebijakan riil entitas bisnis (Abdullah, 2013).

Masyarakat dunia mulai peduli terhadap lingkungan mereka dan berbagai macam
cara mereka lakukan untuk memperbaiki kerusakan alam, kesadaran masyarakat
terhadap lingkungan tersebut mulai tumbuh dan berkembang di semua negara
(Dwijayanti, 2011). Puncak ditandatangani Protokol Kyoto oleh beberapa negara di dunia
yang merupakan sebuah amandemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang
perubahan iklim (united Nation Framework Convention on Climate Change/UNFCCC)
(Cahya, 2016).

Beberapa alasan perusahaan perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi green
accounting sebagai bagian dari sistem akuntansi perusahaan diantaraya, menungkinkan
untuk mengurangi dan menghapus biaya lingkungan, memperbaiki kinerja perusahaan
dan keberhasilan bisnis perusahaan (Mariani, 2017). Akuntansi memberikankan
berbagai tantangan pengukuran informatif order, pengakuan dan eveluasi alam
lingkungan yang berkomunikasi dengan kepentingan beberapa segmen. Hal ini dalam
rangka untuk mengkonfirmasi diperlukan mengandalkan informasi yang akurat tentang
biaya lingkungan dan dibutuhkan untuk menguraikan indikator lingkungan keuangan
yang handal (Grzebieluckas et al., 2012).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari et al (2013) menyatakan, hasil
penerapan akuntansi lingkungan menunjukan pabrik gula lestari lebih besar di biaya
pencegahan dan biaya nilai tambah. Pabrik gula lestari mengeluarkan biaya untuk
pengelolaan limbah yang dapat memberikan manfaat atau nilai tambah bagi masyarakat
di sekitar pabrik. Salah satunya limbah cair tersebut dimanfaatkan untuk pupuk dan
membantu penghematan pengeluaran untuk pertanian warga hampir 50%. Penelitian ini
mengkaji green accounting: refleksi hak asasi manusia dalam upaya pencegahan limbah
pada PT Kawasan Industri Makassar, dimana PT KIMA sebagai kawasan industri
pemerintah yang merupakan wahana untuk lokasi industri yang berwawasan
lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui green accounting sebagai inovasi dalam upaya pencegahan limbah, dan
penerapan green accounting dalam merefleksi hak asasi manusia.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Legitimasi

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Dowling dan Pefeffer (1975) yang
mengemukakan bahwa legitimasi adalah sebuah kondisi atau status yang ada ketika
sistem nilai entitas kongruen dengan sistem nilai masyarakat yang lebih luas ditempat
entitas tersebut berada. Teori legitimasi berfokus pada hubungan antara perusahaan
dengan masyarakat melalui peraturan yang dibuat pemerintah (Irwhantoko dan Basuki,
2016). Teori ini menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan
perusahaan dalam upayanya untuk mendapatkan legitimasi dari komunitas dimana
perusahaan berada dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang
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(Jannah dan Muid, 2014). Teori legitimasi dianggap sebagai teori penting bagi suatu
perusahaan karena antara perusahaan dan masyarakat menjadi faktor yang penting
bagi perkembangan perusahaan kedepan.

Teori legitimasi menjelaskan persepsi ataupun asumsi bahwa entitas telah
bertindak sesuai dengan keinginan, sepatutnya atau tepat sesuai dengan sistem sosial
yang telah ada seperti norma, nilai, kepercayaan dan kesatuan (Setyastrini dan Wirajaya,
2017). Teori ini mendorong perusahaan untuk melakukan tanggung jawab terhadap
lingkungan agar terlihat legitimate di mata masyarakat. Perusahaan akan cenderung
bertindak sesuai keinginan masyarakat yaitu mampu bertanggungjawab terhadap
lingkungan. Masalah lingkungan yang disebabkan oleh operasi perusahaan tidak hanya
terkait lingkungan sekitar perusahaan, namun sudah berkembang pada pemanasan
global yang disebabkan oleh gas emisi yang dihasilkan oleh perusahaan (Cahya, 2016).
Setiap perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat dimana perusahaan tersebut
beroperasi untuk melakukan kegiatan perusahaan berdasarkan nilai-nilai yang
dijunjung oleh masyarakat sekitar. Jika perusahaan memenuhi kontraknya maka
masyarakat sekitar perusahaan akan mendukung keinginan perusahaan tersebut.

Pengungkapan tanggung jawab sosial dalam mengelola perusahaan harus
berorientasi atau memiliki keberpihakan kepada masyarakat untuk mendapatkan
dukungan dan kepercayaan dari masyarakat demi kelangsungan hidup perusahaan di
masa depan (Pertiwi dan Ludigdo, 2013). Perusahaan disarankan untuk
mengungkapkan aktivitas perusahaan secara trasparansi kepada masyarakat sehingga
memperoleh nilai positif dari lingkungan di kalangan masyarakat. Teori legitimasi
merupakan teori yang paling sering digunakan berkaitan dengan sosial dan akuntansi
lingkungan, teori ini dapat menawarkan sudut pandang yang nyata mengenai
pengakuan perusahaan secara sukarela (Muid, 2011).

Biaya Konservasi Lingkungan, Patnership

Kurangnya perhatian terhadap pelestarian akan menyebakan masalah serius.
Dimana perusahaan harus membuat kesepakatan dengan masyarakat agar kegiatannya
berdasarkan norma yang berlaku di masyarakat tempat perusahaan mendirikan usaha.
Perusahaan diwajibkan patuh terhadap aturan tersebut, agar masyarakat tidak
kehilangan kepercayaan dari masyarakat (Santoso, 2018). Aktivitas yang timbul dari
pengelolaan limbah akan muncul biaya-biaya lingkungan, dan perusahaan perlu
mengukur biaya lingkungan dari kegiatan pengelolaan lingkungan (Indrawati dan Rini,
2018). Pengungkapan biaya lingkungan akan meningkatkan nilai dari pemegang saham
karena kepedulian perusahaan terdapat pelestarian lingkungan. Pemegang saham
perusahaan dapat lebih mudah dan cepat mendapatkan informasi dari pengungkapan
tersebut sehingga dapat mempermudah pengambilan keputusan (Arisandi dan Frisko,
2011).

Pemerintah dalam menjalankan kemitraan dengan civil society, dan swasta identik
dengan pola kemitraan mutualistik. Hal ini dikarenakan kemitraan terjalin dengan
saling mendukung mewujudkan tujuan yang ditetapkan secara garis besar pihak-pihak
tersebut mempunyai peran yang sama dalam kemitraan, mulai dari perencanaan sampai
pelaksanaan dengan bersama-sama. Secara khusus pemerintah berperan sebagai
penguat komitmen, mendampingi, dan berkontribusi baik fisik maupun non fisik. Pihak
swasta berperan dalam memberikan bantuan berupa dana dan penguatan kapasitas
dengan mengadakan pelatihan studybanding dan sebagainya (Melyati, 2014). Kemitraan
antara publik dan sektor swasta dalam menyediakan efektifitas pengelolaan limbah
padat layanan (SWM), dan yang bertanggungjawab menyediakan layanan SWM adalah
sektor publik, dan sektor publik belum mampu memenuhi permintaan untuk pelayanan
publik dalam pengelolaan limbah, terutama di negara-negara berkembang. Dalam upaya
meningkatkan hal tersebut, keterlibatan sektor swasta menjadi jalan terbaik di kota-kota
besar di Nigeria. Kemitraan antara pemerintah dan operator swasta telah meningkatkan
layanan SWM (Olukanni dan Nwafor, 2019).

Green Accounting Merefleksi Hak Asasi Manusia

Akuntansi lingkungan sangat penting dalam hal menyikapi kerugian, agar dapat
membantu manajemen dalam memutuskan harga, mengendalikan overhead dan
pelaporan informasi lingkungan kepada stakeholder (Yuliantini, 2017). Fungsi internal
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akuntansi lingkungan memungkinkan perusahaan untuk mengatur biaya konservasi
lingkungan dan menganalisis biaya lingkungan dengan memanfaatkannya, dan
meningkatkan efektivitas dan efisiensi aktivitas konservasi lingkungan terkait dengan
keputusan yang diambil (Panggabean dan Deviarti, 2012). Pembebanan biaya lingkungan
pada produk dapat menghasilkan informasi manajerial yang bermanfaat, dengan
membebankan biaya lingkungan secara tepat maka akan diketahui apakah suatu
produk menguntungkan atau tidak (Mariani, 2017).

Masyarakat sangat sadar akan pentingnya pelestarian lingkungan, penerapan
green accounting oleh industri dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Saat
ini, konsumen cenderung menggunakan produk-produk yang dihasilkan oleh
perusahaan yang telah menerapkan green industri atau green accounting (Zulhaimi,
2015). Pengendalian pencemaran lingkungan telah diatur dalam hukum nasional.
Melalui UU pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup menjelaskan, yang
melakukan pencemaran lingkungan adalah sebuah tindakan pidana. Berbeda dengan
masyarakat yang masih memiliki hukum adat, dimana hukum adatlah yang dijadikan
sebagai penyelesaian permasalahan hukum (Pamadi dan Gusnia, 2017).

Perusahaan mengklasifikasi biaya lingkungan berdasarkan kegiatannya dan tidak
menentukan biaya lingkungan sehingga informasi yang tersembunyi dan manajer
memiliki kesulitan mengendalikan biaya lingkungan. Biaya yang terkait lingkungan
diklasifikasi ke dalam biaya lingkungan pencegahan, biaya deteksi lingkungan, biaya
kegagalan lingkungan internal, biaya kegagalan lingkungan eksternal, dan biaya
penelitian dan pengembangan. Penyajian biaya lingkungan dan pengungkapan kegiatan
lingkungan berkontribusi terhadap kinerja lingkungan yang maksimal (Abdullah dan
Yuliana, 2018).

HAM merupakan pemberian sang pencipta yaitu Tuhan Yang Maha Esa berupa
hak yang tidak dapat diabaikan sebagai manusia, HAM melekat pada setiap manusia
karena itu bersifat universal. Arti dari universal tersebut ialah berlaku dimana saja dan
untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun (Triwahyuningsih, 2018).
Pembangunan pada era globalisasi ekonomi saat ini telah berpengaruh terhadap
kerusakan lingkungan hidup. Berdampak pada pemenuhan akan hak asasi manusia
yang dijamin oleh konstitusi untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat
(Utomo, 2014). Kegiatan pertambangan yang semakin tidak terkendali menimbulkan
berbagai dampak bagi masyarakat dan kehidupan sekitar tambang. Bila dilihat dari sisi
hak asasi manusia sangatlah terganggu bagi aspek kehidupan masyarakat (Listiyani,
2017).

Menurut Khan (2017) pentingnya pemerintah dan pelaku swasta dalam
mengadopsi pendekatan berbasis HAM untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Para ahli telah menyerukan selama bertahun-tahun, baik melalui saluran diplomasi
iklim internasional, advokasi nasional dan tingkat masyarakat terkait masalah
masyarakat sipil dan hak asasi manusia. Bagi kebanyakan masyarakat Indonesia yang
awam akan arti pentingnya lingkungan hidup, maka pandangannya lingkungan
hanyalah objek sederhana yang terkait dengan alam, tumbuhan dan hewan.
Sesungguhnya, ruang lingkup lingkungan jauh lebih luas dari pada hal tersebut, yaitu
menyangkut entitas dimana semua makhluk hidup berada (Faiz, 2016).

Green Accounting sebagai Inovasi Pencegahan Limbah

Saat ini Indonesia mengenai pengungkapan akuntansi lingkungan belum di atur
secara jelas dalam standar akuntansi, artinya pelaporan informasi lingkungan dalam
laporan tahunan masih bersifat sukarela. Peraturan ini dijelaskan pada PSAK No. 1
Tahun 2015 menyatakan bahwa perusahaan menyajikan laporan terkait dengan
pengelolaan lingkungan hidup (Suaidah, 2018). Penggunaan sumber daya alam dan
emisi gas rumah kaca terus menerus dilakukan oleh industri diseluruh dunia
mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat revolusi industri dari abad ke-18 dimana
kegiatan ekonomi dibanyak daerah pindah dari pertanian ke manufaktur (Oktafor,
2018).

Akuntansi lingkungan merupakan ilmu akuntansi baru yang berkaitan dengan
hal-hal sosial, Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) dalam hal akuntansi lingkungan
mengadakan PROPER (Program Penilaian Peningkatan Kinerja Perusahaan dalam
Pengelolaan Lingkungan Hidup) pada tahun 2002 (Dewi, 2014). UU No. 40 Tahun 2007
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pasal 74 mengatur bahwa, perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang
berkaitan dengan SDA wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang
dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan dengan memperhatikan
kepatuhan dan kewajaran (Panggabean dan Deviarti, 2012). Pemerintahan Indonesia
terlibat dalam rangka usaha pengendalian lingkungan agar dapat mencapai
keseimbangan dan kelestarian. Keterlibatan pemerintah dalam memelihara lingkungan
dilihat dari regulasi PP No. 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan
lingkungan perseroan terbatas, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di
bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam (Ikhsan dan Muharam, 2016).

Perusahaan dalam pengelolaan limbah produksi, perlu menerapkan akuntansi
lingkungan wuntuk mendukung kegiatan operasinal dalam pengelolaan limbah
Perusahaan dalam pengelolaan limbah produksi, perlu menerapkan akuntansi
lingkungan untuk mendukung kegiatan operasinal dalam pengelolaan limbah
Perusahaan dalam pengelolaan limbah produksi, perlu menerapkan akuntansi
lingkungan untuk mendukung kegiatan operasinal dalam pengelolaan limbah produksi.
Pencemaran limbah produksi merupakan salah satu contoh dampak negatif dari
kegiatan operasional perusahaan yang memerlukan sistem akuntansi lingkungan
sebagai kontrol terhadap tanggung jawab perusahaan (Nilasari, 2014). Pencemaran dan
perusakan lingkungan telah banyak dilakukan perusahaan. Akuntansi lingkungan pada
dasarnya menuntut kesadaran perusahaan yang telah mengambil manfaat dari
lingkungan untuk meningkatkan usaha meminimalisir permasalahan lingkungan
(Santoso, 2012).

Pengaruh faktor lingkungan terhadap proses pengambilan keputusan dari
perusahaan terus meningkat. Pengaruh peningkatan ini memaksa perusahaan untuk
meminimalkan biaya lingkungan mereka, termaksud faktor lingkungan dalam
keputusan manajemen strategis dan mencoba berbagai cara untuk mengatasi
meningkatnya persaingan (Tanc dan Gohoglan, 2015). Pencemaran lingkungan di
Indonesia sudah mencapai pada tahap yang menghawatirkan, masalah lingkungan
semakin tercemari oleh limbah yang dihasilkan dari aktivitas industri dari pabrik,
rumah sakit, dan hotel (Aminah dan Noviani, 2014).

Peran ExxonMobil dalam upaya pengelolaan lingkungan seperti
pertanggungjawaban perusahaan yang diwujudkan melalui CSR dan melakukan
kepedulian terhadap lingkungan sekitar seperti penggunaan fasilitas produksi yang
ramah lingkungan dan menempatkan wilayah eksplorasi yang jauh dari pemukiman
untuk menghindari terjadinya degradasi lingkungan (Kertiasa, 2018). Perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup dituntut dikembangkan suatu sistem yang terpadu,
berupa kebijakan nasional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang
harus dilakukan secara taat sesuai asas dan konsekuensi dari pusat sampai ke daerah
(Wibawa, 2016). Kegiatan pengelolaan limbah operasional rumah sakit perlu
mengalokasikan biaya. Perhitungan biaya dalam penanganan limbah tersebut
diperlukan adanya perlakuan akuntansi yang sistematis. Alokasi pengelolaan limbah
terhadap produk atau proses produksi dapat memberikan motivasi bagi manajer dan
bawahan untuk menekankan polusi sabagai akibat dari proses produksi (Ridlo, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan paradigma
interpretif dan konstruktif yang mengandung realitas sosial sebagai yang bersifat khusus
(holistik), dinamis, penuh makna dan dilakukan dalam setting sosial tertentu yang ada
dalam kehidupan riil dengan maksud menginvestigasi dalam memahami fenomena apa
yang terjadi, mengapa, dan bagaimana terjadinya dan dengan cara deskripsi dalam
bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan
memanfaatkan berbagai metode alamiah (Meleong 2010). Penelitian ini menggunakan
pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi dimaksudkan untuk
merekonstruksi kehidupan manusia ke dalam bentuk yang mereka alami sendiri
(Sofian, 2014).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah subjektif (self-report) data
yang diperoleh dari wawancara dengan informan, sedangkan sumber data yang
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digunakan adalah data primer dengan melakukan wawancara dengan informan terkait,
dan dukungan data sekunder lainnya. Teknik analisis data menggunakan model Miles
dan Huberman (2007) yang terdapat kegiatan analisis data (pengumpulan data, reduksi
data, penyajian data, penarik kesimpulan). Pengumpulan data dilakukan dengan data
primer dan sekunder pada PT Kawasan Industri Makassar sebagai kawasan industri
pemerintah yang merupakan wahana untuk lokasi industri yang berwawasan
lingkungan. Validitas data dalam penelitan ini adalah trigulasi sumber data dan trigulasi
teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Green Accounting dalam Upaya Pencegahan Limbah
Perusahaan dalam melakukan aktivitas produksinya harus memperhatikan

kondisi yang ada, dimana sistem nilai entitas kongruen dengan sistem nilai masyarakat
yang lebih luas, sehingga perusahaan mendapatkan legatimacy dari masyarakat. Adanya
pemenuhan tanggung jawab perusahaan akan aktivitas atau kegiatan produksi yang
dilakukan terhadap lingkungan sekitar, dan akan meningkatkan kepercayaan
masyarakat. Kegiatan produksi yang bermanfaat dengan mengurangi dampak
lingkungan, menghemat konsumsi sumber daya dan biaya secara simulat (Setiawan,
2016). Wawancara dengan bapak Fathul dari devisi pengelolaan lingkungan,
menyatakan bahwa:

“Berbagai upaya telah dilakukan oleh kami dalam memperhatikan lingkungan,

salah satunya ada tim penghijauan dalam rangka menjaga lenskep area dengan

melakukan penanaman pohon di area kawasan industri Makassar agar tetap

terjaga”. (Sumber: Informan)

Penjelasan dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa perusahaan telah
berupaya dalam memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlakuan akuntansi
lingkungan PT Kawasan Industri Makassar dalam memperhatikan masalah lingkungan.
Aktivitas yang dilakukan oleh PT KIMA dalam upaya pencegahan limbah akan
menimbulkan biaya disinilah peran green accounting sebagai pengungkapan. Ghozali
dan Chariri (2007) mengatakan melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat,
perusahaan cenderung menggunakan Kkinerja yang berbasis lingkungan dan
pengungkapan informasi lingkungan. Melalui penerapan green accounting diharapkan
kelestarian lingkungan dapat terjaga, karena dengan menerapkan green accounting maka
secara sukarela perusahaan akan mematuhi kebijakan pemerintah dalam upaya
pelestarian lingkungan. Biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh perusahaan
berhubungan dengan biaya-biaya dalam upaya pencegahan limbah agar kerusakan
lingkungan yang akan ditimbulkan dapat mengurangi terjadinya kerusakan berterkait
aktivitas yang telah perusahaan lakukan. Hal ini diungkapkan oleh ibu Rafida dari devisi
keuangan dan akuntansi menyatakan bahwa:

“Kami sudah mengeluarkan biaya-biaya yang berkaitan dengan lingkungan,
karena kami perusahaan BUMN yang memiliki tanggungjawab terkait dengan
lingkungan disekitar tempat kami beraktivitas. Biaya lingkungan tersebut
dibuatkan laporan khusus yang ada devisi pengelolaan lingkungan yang akan
dipertanggungjawabkan kepada Kementrian Lingkungan Hidup”. (Sumber:
Informan)

Berdasarkan hasil wawancara, perusahaan telah mengeluarkan biaya-biaya
khusus untuk lingkungan. Karena mereka sadar akan dampak dari aktivitas yang
mereka lakukan yaitu berkaitan dengan limbah. Biaya yang dikeluarkan seperti biaya
cleaning servis yang setiap hari membersihkan kawasan industri. Konsep akuntansi
lingkungan bagi perusahaan mendorong kamampuan untuk meminimalisir persoalan
lingkungan yang dihadapi. Ibu Rafida mengungkapkan bahwa:

“Kesadaran perusahaan terkait dengan akuntansi lingkungan yaitu tahun 2014,
dengan memiliki lingkungan yang baik dan bersih maka lingkungan juga akan
terjaga kelestariannya”. (Sumber Informan)

Perusahaan berusaha mengurangi limbah dengan melakukan upaya pencegahan
yang berkaitan dengan limbah. Limbah tersebut yang sangat mempengaruhi masyarakat
sekitar maupun perusahaan sendiri. Upaya penanganan dampak lingkungan dilakukan
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terlebih dahulu mengacu kepada aspek pengelolaan dan pemantauan yang tertuang di
dalam Dokumen Lingkungan. Dimana tenan (perusahaan) yang berada di kawasan
industri Makassar, sebelum mereka mendapat izin mereka diharuskan menyusun
Dokumen Lingkungan dan dokumen tersebut yang harus ditaati dan dipatuhi.
Wawancara dengan bapak Fathul bahwa:
“Perusahaan yang berada di kawasan industri Makassar mengacu pada dokumen
lingkungan yang mereka harus susun sebelum mendapat izin, setelah mendapat
izin dokumen lingkungan itulah yang harus ditaati, dimana di dalam dokumen
tersebut ada RKL (Rencana Kelola Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan
dan Pengelolaan lingkungan)”. (Sumber: Informan)

Hasil wawancara diatas bahwa, perusahaan sebelum mendapat izin beroperasi
mereka diberikan kewajiban untuk membuat Dokumen Lingkungan, yang isi dokumen
yaitu RKL (Rencana Kelola Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan dan Pengelolaan
lingkungan). Upaya pemeliharaan lingkungan yang dilakukan yaitu pengelolaan limbah
pabrik sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan alam serta
masyarakat sekitar pabrik. Penerapan akuntansi lingkungan pada perusahaan
merupakan faktor pendukung pengungkapan biaya lingkungan dalam laporan keuangan
(Melin, 2015). Wawancara dengan salah satu warga yang ada di sekitar
kawasanmenyatakan bahwa:

“Saya belum merasakan ada upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam
menangani limbah, bau busuk yang menjadi konsumsi sehari-hari oleh kami”.
(Sumber: Informan)

Hasil wawancara tersebut bahwa warga yang tinggal sekitar kawasan ataupun
warga yang hanya lewat di kawasan masih mengeluhkan masalah limbah ataupun udara
yang ada di kawasan industri Makassar. Mereka mangatakan masih belum merasakan
adanya upaya yang dilakukan perusahaan terkait persoalan limbah tersebut. Berbeda
dengan yang dikatakan oleh pihak perusahaan, bahwa perusahaan telah mengelola
limbah sesuai dengan standar dari Kementrian Kesehatan, dan bahkan setiap bulannya
dilakukan uji laboratorium. Bapak Fatul menyatakan:

“Kami disini setiap bulan melakukan penelitian dan pengembangan terkait
percobaan di laboratorium yang dilakukan oleh staf laboratorium”. (Sumber:
Informan)

Hasil transkip wawancara tersebut bahwa perusahaan melakukan penelitian dan
pengembangan dalam menangani masalah limbah, yang tidak berhenti diperbicarakan.
Perseroan dalam upaya pencegahan, baik limbah padat ataupun limbah cair, sebelum
melakukan proses pembuangan langsung ke lingkungan perusahaan melihat dan
menilai kadar kewajaran limbah. Perusahaan juga berupaya mengurangi limbah, dengan
mengurangi penggunaan kertas dalam melakukan operasional dengan mengganti
menggunakan sistem. Kertas yang telah digunakan dan tidak terpakai lagi, pihak
perusahaan telah berupaya dengan mendaur ulang kertas (paperles) agar mengurangi
limbah yang akan digunakan.

Akuntansi lingkungan diterapkan untuk menjaga lingkungan dari bahaya limbah
yang ditimbulkan, apabila perusahaan memiliki niat untuk memberikan rasa aman dari
bahaya limbah kepada masyarakat sekitar maupun penghuni kawasan industri itu
sendiri. Dalam pengelolaan limbah di PT Kawasan Industri Makassar, terdapat biaya
pencegahan yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Biaya lingkungan muncul, karena
adanya kualitas lingkungan yang kurang baik (buruk). PT Kawasan Industri Makassar
telah mengeluarkan biaya terkait biaya lingkungan, tetapi tidak memberikan informasi
mengenai seberapa banyak biaya yang dikeluarkan. Ibu Rafida menyatakan:

“Berbagai upaya dilakukan oleh perusahaan dalam memperhatikan masalah
lingkungan termaksud biaya pencegahan lingkungan dan biaya deteksi
lingkungan”. (Sumber: Informan)

Berdasarkan wawancara diatas bahwa PT Kawasan Industri Makassar sangat
mengupayakan agar limbah yang hasilkan tidak mencemari lingkungan sekitar.
Pengelolaan limbah produksi, perusahaan perlu menerapkan akuntansi lingkungan
untuk mendukung kegiatan operasional terutama dalam pengelolaan limbah (Rimbano,
2019). Adapun biaya biaya terkait dengan biaya lingkungan yang dilaporkan oleh PT
Kawasan Industri Makassar yaitu: (1) biaya pengambilan dan pemeriksaan kualitas air
bersih WWTP Balai besar laboratorium, (2) biaya pemantauan dan pemeriksaan kualitas
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udara, air dan limbah WWTP, (3) biaya pengambilan dan pemeriksaan sampel air limbah
outlet WWTP Depkes, (4) biaya pemantauan kualitas air limbah WWTP Depkes, (5) biaya
pemantauan air limbah, (6) biaya pemeriksaan sampel air sungai, (7) biaya pemantauan
outlet IPAL WWTP, (8) biaya pengambilan dan analisis limbah cair WWTP Lapkes
Makassar, berdasarkan biaya-biaya tersebut dikelompokan ke dalam pengelolaan
limbah. Ibu Rafida menyatakan:

“Kami ada biaya-biaya dalam pengelolaan limbah sebelum limbah di buang TPA.

Biaya-biaya tersebut sangat besar”. (Sumber: Informan)

Hasil transkip wawancara diatas bahwa sebelum limbah cair dan limbah padat
tersebut di buang ke TPA, sungai ataupun lingkungan, maka dilakukan pengelolaan
limbah untuk menghindari adanya limbah beracun yang akan mencemari lingkungan
sekitar perusahaan. Akuntansi lingkungan yang kita ketahui merupakan bagian dari
akuntansi yang secara khusus mampu untuk mengelola biaya yang terkait dengan
lingkungan. Perhatian terhadap lingkungan merupakan elevator bisnis dalam
memperoleh laba jangka panjang.

“Melestarikan lingkungan perusahaan harus diperhatikan dengan baik, misalnya
untuk membuat laporan membutuhkan kertas, karena itu kami mendaur ulang
kertas (paperless) dan di ganti dengan menggunakan sistem”. (Sumber: Informan)

Hasil wawancara tersebut bahwa dengan memperhatikan lingkungan perusahaan
meningkatkan kepercayaan masyarakat sekitar. Sesuai yang tertuang dalam pasal 32
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 bahwa setiap orang yang melakukan usaha
atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai
pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air,
dalam mewujudkan pelestarian memang diperlukan peran semua pihak baik
perusahaan itu sendiri, pemerintah dan maupun masyarakat. Pengelolaan limbah dari
kegiatan operasionalnya, perusahaan perlu mengalokasikan biaya didalamnya,
perhitungan biaya dalam penanganan limbah tersebut dibutuhkan adanya perlakuan
akuntansi yang tersistematis dengan benar. Perlakuan masalah penanganan limbah
hasil operasional perusahaan menjadi sangat penting dalam kaitannya sebagai sebuah
kontrol tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan.

Penerapan Green Accounting Merefleksi Hak Asasi Manusia

Penerapan green accounting mendorong kemampuan untuk meminimalisir masalah
lingkungan yang dihadapi dan meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan
melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya dan manfaat.
Penerapan green accounting pada perusahaan akan mengurangi terjadinya pencemaran
lingkungan sehingga diharapkan kesadaran dan pengetahuan manusia akan dampak
kerusakan lingkungan yang akan mempengaruhi keberlangsungan hidup dimasa
mendatang. Diperlukannya penerapan green accounting dalam sebuah perusahaan
sebagai pengungkapan guna pelestarian lingkungan dengan mengeluarkan biaya
lingkungan. Adanya penerapan green accounting dalam sebuah perusahaan khusunya
PT Kawasan Industri Makassar membantu dalam proses pelaporan terkait biaya
lingkungan yang dikeluarkan perusahaan dengan tujuan memberikan informasi
mengenai kinerja perusahaan yang berbasis perlindungan lingkungan. Berdasarkan
hasil wawancara dengan ibu Rafida bahwa:

“Dalam hal penerapan green accounting sangat mendukung proses evaluasi,
seperti kegiatan lingkungan dan selalu melakukan analisis terutama masalah
limbah. Pelestarian lingkungan terdapat anggaran khusus dan cukup besar”.
(Sumber: Informan)

Hasil wawancara tersebut menjelaskan dengan penerapan akuntansi lingkungan
sangat mendukung dalam proses evaluasi kegiatan lingkungan yang selalu melakukan
analisa masalah limbah, karena dengan menerapkan green accounting dengan sukarela
mematuhi kebijakan pemerintah. Sesuai dengan regulasi pemerintah UU No. 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut Moedjanarko
(2013) penerapan manajeman lingkungan merupakam suatu pedoman pemerintah yang
diberikan kepada badan usaha yang menghasilkan limbah agar dapat berupaya dalam
aspek pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup
meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Ibu Rafida menyatakan:
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“Penerapan tersebut sangatlah mendukung, karena kita ketahui nahwa sebuah
perusahaan itu dituntut untuk tanggung jawab terhadap lingkungan dan
stakeholders atas aktivitas yang telah dilakukan”. (Sumber: Informan)

Hasil transkip dari wawancara diatas bahwa dari penerapan green accounting
sangat mendukung dalam meminimalisir pencemaran lingkungan. Sejalan dengan
penelitian Hidayat (2011) bahwa melalui penerapan green accounting maka diharapkan
akan terjaga kelestariannya karena dengan penerapan green accounting maka
perusahaan akan secara sukarela mematuhi kebijakan pemerintah tempat perusahaan
menjalan bisnisnya. Perusahaan kini dituntut untuk tanggung jawab terhadap
lingkngan dan stakholders atas aktivitasnya. Hal ini sejalan dengan kajian dalam Islam,
manusia dituntut tetap menjaga lingkunganya dan memberikan manfaat bagi sesama
makhluk, manusia sebagai khalifah diberi tanggung jawab oleh Allah SWT untuk
menjaga alam.

“Hak asasi menurut saya itu mendapatkan ruang hidup yang layak,
mendapatkan hak udara bersih dan air bersih. Secara umum limbah ataupun
sampah mengganggu hak lingkungan bagi masyarakat untuk memperoleh
kenyamanan”. (Sumber: Informan)

Tangggung jawab sosial dan lingkungan meningkatkan akuntabilitas perusahaan,
dengan itu perusahaan diharapkan mampu menjaga lingkungan dan lebih
memperhatikan masyarakat agar dampak yang ditimbulkan dari kegiatan usaha
mendapat kepercayaan. Kesadaran perusahaan akan pentinganya pertanggungjawaban
lingkungan mempengaruhi keberlangsungan hidup. Menurut Usman (2018) bahwa
lingkungan hidup di pandang sebagai instrumental dari konsep umum hak asasi
manusia yaitu manusia atau warga negara berhak atas lingkungan yang sehat dan
terjaga kebersihannya. Didukung dengan pendapat Khan (2017) pentingnya pemerintah
dan pelaku swasta mengadopsi pendekatan berbasis HAM untuk mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim.

Keseimbangan lingkungan dapat terganggu oleh kegiatan industri, keseimbangan
lingkungan terganggu, maka kualitas lingkungan yang akan berubah. Kenyamanan
hidup banyak ditentukan oleh daya dukung alam atau kualitas lingkungan yang
mendukung keberlangsungan hidup manusia. Dampak langsung dari kegiatan industri
salah satunya bersifat negative yang ditimbulkan, dampak langsung tersebut berupa
kualitaas hidup manusia berkurang. Limbah industri merupakan salah satu yang paling
berperan dalam proses tercemarnya lingkungan. Wawancara dengan bapak Fathul
bahwa:

“Zat sisa itu disebut juga dengan limbah, zat sisa dalam fisika tidak habis
digunakan apalagi dalam level industri sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009
setiap industri harus memperhatikan limbah”. (Sumber: Informan)

Hasil wawancara diatas bahwa PT Kawasan Industri Makassar dalam persoalan
limbah tidak dapat dihindari, apalagi dalam skala industri. Perusahaan berpedoman
pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang mengharuskan pemilik usaha untuk
memperhatikan limbah maupun sampah yang dihasilkan dari proses produksinya,
dengan memperhatikan limbah dan sampah dapat menjaga ruang lingkup disekitar
kawasan mereka beraktifitas tetap terjaga. Persoalan limbah, baik limbah cair dan
limbat padat tidak dapat dielakan, sulit untuk dihindari. Menurut Gasim (2019) limbah
padat adalah limbah non cair yang timbul dari aktivitas manusia dan hewan yang
dibuang sebagai sesuatu yang tidak berguna lagi. Wawancara bapak Fathul
menyatakan:

“Limbah tidak sepenuhnya tidak dimanfaatkan lagi, bahkan saat ini semua
limbah diupayakan untuk di manfaatkan lagi”. (Sumber: Informan)

Hasil transkip wawancara diatas bahwa KIMA saat ini mengelola limbah di [PAL
dengan memperhatikan baku mutu limbah sebelum membuang limbah ke badan alam.
Pemisahan dilakukan dengan memisahkan beberapa komponen dari limbah dan sampah
sesaui dengan karakteristik, sehingga efektivitas dan efisiensi pengelolaan dapat
ditingkatkan. Pemisahan limbah juga dilakukan antara limbah yang dapat dimanfaatkan
dan limbah yang tidak dimanfaatkan kembali, tetapi perusahaan berusaha untuk
memanfaatkan kembali limbah yang diolahnya. Jenis limbah yang dihasilkan berbeda-
beda, sesaui dengan jenis masing-masing industri. Pembuangan limbah bergantung
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pada spesifik limbah yang dihasilkan, limbah yang tidak berbahaya dapat dibuang
langsung ke badan alam. Hasil wawancara dengan bapak Fathul bahwa:
“Prinsip UU kita terbagi limbah B3 (sampah domestik), limbah padat B3 dan non
B3. Limbah padat komponenya padat, sedangkan cair komponenya cair. Minimal
dua limbah diolah secara komunal”. (Sumber: Informan)

Hasil wawancara diatas bahwa perusahaan mengkategorikan limbahnya. Limbah
dilihat dari perspektif hak asasi manusia merupakan permasalah yang saat ini menjadi
topik pembahasan di Indonesia maupun di dunia internasional. Air yang bersih
merupakan suatu kebutuhan untuk manusia, air merupakan pondasi utama dalam
keberlangsungan hidup manusia. Bukannya manusia saja, hewan dan tumbuhan juga
membutuhkan air dan lingkungan yang sehat, dalam konteks ini air yang bersih yang
terhindar dari pemcemaran limbah, hal ini limbah industri. Udara juga menjadi hal
penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Udara yang bersih menjadi hal yang
diharapkan semua pihak, baik masyarakat pemerintah dan perusahaan. Hak asasi
manusia menjadi tolak ukur perusahaan untuk memperhatikan limbah dan sampah
agar ekositem tetap terjaga.

Kurangnya perhatian terhadap pelestarian akan menyebabkan masalah serius.
Dimana perusahaan harus membuat kesepakatan dengan masyarakat agar kegiatannya
berdasarkan norma yang berlaku di masyarakat tempat perusahaan mendirikan usaha.
Perusahaan diwajibkan patuh terhadap aturan tersebut, agar masyarakat tidak
kehilangan kepercayaan dari masyarakat (Santoso, 2018). Limbah merupakan
permasalahan yang berkepanjangan, membahas limbah tidak ada hentinya, dan limbah
merupakan masalah yang bila tidak dikelola dengan baik menjadi bom waktu bagi
kehidupan manusia dimasa yang akan datang. Jumlah yang sangat besar akibat dari
industrialisasi setiap harinya membuat manusia harus memutar otak untuk bisa hidup
berdampingan dengan limbah. Untuk menghindari terjadinya degradasi lingkungan dan
penurunan kualitas lingkungan diperlukannya upaya pencegahan agar semua makhluk
hidup bisa hidup di lingkungan yang baik. Artikel yang ditulis oleh Fitriani 2017 dengan
judul “Siswa SD di Makassar Belajar dalam Kepungan Bau Busuk Limbah”. Salah satu
wawancaranya dengan seorang guru SD Pertiwi Nusantara yaitu Andi Hermawati 22
Agustus 2017, bahwa:

“Sudah menjadi pemandangan sehari-hari bagi kami kalau ada murid yang
menutup hidung selama proses pembelajaran karena tak tahan dengan bau
busuk dari kanal pembuangan limbah industri di sebelah sekolah”. (Sumber:
Informan)
Didukung oleh pendapat warga sekitar kawasan mengenai persoalan limbah, yaitu
pendapat bapak Muldi dan ibu Isa bahwa:
“Ketika saya lewat di jalan, dalam kawasan KIMA saya merasa terganggu sekali
dengan bau yang kurang enak dan juga debu yang sangat tebal”. (Sumber:
Informan)

Hasil wawancara dengan bapak Fathul dari devisi pengelolaan lingkungan hidup bahwa:
“Secara umum kita tidak bisa langsung memenuhi semua ekspetasi atau
keinginan masyarakat, selalu saja ada komplen dari masyarakat yang ada di
sekitar kawasan, kalo ada udara sedikit mereka langsung komplen biasanya
langsung datang ke KIMA dan nanti PT KIMA mefolloup ke tenan yang melakukan
pencemaran dan mempertemukan masyarakat dengan tenan dan melakukan
musyawarah”. (Sumber: Informan)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut perusahaan sudah melakukan upaya
dengan maksimal agar limbah yang di hasilkan tidak menggangu masyarakat. Adanya
keluhan dari masyarakat, perusahaan berusaha menghadapi dan menyelesaikan
permasalahan, dengan bermusyawarah dengan pihak yang mengajukan komplain agar
mencari titik tengah dari permasalahan tersebut. Perusahaan dalam hal persoalan
limbah yang dihadapi saat ini, sudah berupa mengelola limbah sebaik mungkin, melihat
dan menilai baku mutu dari limbah yang mereka olah. Diharapkan Perusahaan akan
terus bekerja keras untuk meminimalisir dampak dari limbah.
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KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti maka dapat
disimpulkan PT Kawasan Industri Makassar memperhatikan lingkungan perusahaan
dengan melakukan upaya dalam pencegahan limbah Pelaporan biaya lingkungan sudah
dilakukan oleh PT Kawasan Industri Makassar, dengan membuat laporan khusus
mengenai biaya lingkungan yang ada di devisi pengelolaan lingkungan, dengan membuat
laporan khusus, namun pelaporan biaya lingkungan tersebut tidak dikelompokkan
berdasarkan kategori dalam hal pengungkapan biaya lingkungan, sehingga perusahaan
belum sepenuhnya menerapkan green accounting. PT Kawasan Industri Makassar
mengelola limbah dengan memperhatikan baku mutu dan kadar kewajaran limbah
sebelum membuang ke lingkungan merupakan usaha perusahaan dalam wupaya
pencegahan limbah. Waste Water Treatment Plant (WWTP) merupakan instalansi
pengelolaan limbah yang merupakan pusat berkumpulnya seluruh limbah yang ada di
kawasan, dan adanya mesin IPAL dapat mencegah dan mengurangi terjadinya limbah,
yang dimana tujuan adanya IPAL ini untuk menampung dan sekaligus mengelola limbah
yang berasal dari berbagai jenis usaha yang ada di kawasan industri Makassar Hak
asasi manusia bisa menjadi tolak ukur dalam penerapkan akuntansi lingkungan dalam
upaya pencegahan limbah.
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